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Peranan lf'arga Negara di Bidang Kehidapan Sosial

PERANAN WARGA NEGARA DI BIDANG
KNHIDUPAN SOSIAL :

Oleh: Cholisin

Abstrsk
Perananwarganegaradibidangkehidupansosialmancalupantaryalain
biing k"tE;]tteratrn sosial, kesihonn, agama dan pendidika4'
peransn .orgo nigo* di bidang keseilthUraan sosial antara loin ikut

i**gkoil*; kesej"ahteraan sostil yang- meliputi !'otryo! lan spiritual'

ii:;;i;i i"*p" 6onuo, sosiat, rehabititasi iosial unakfalcirmislrin dan

anak ierlantai noi^ uelaltsanaka* pefat*n ini dapat Wengacu pada

(;i ir. i Tohuo 1974 tennng Ketenfiian - Ketentuan Pokok

kiseiahteraan Sosial dan PP No. 3t/1980 tentttng fercnsryly17an
Gelandangan Dan Pmgemis, dll' Dan Peronafi ualga negam ch Dtdsng

kesehann" menmktq iemetihara dan- meninglcatlcott demlat kesehatan

;;;;;;;"gr", ketuarga dan liyghqzgamva, dingan pmdekatan promotif,'
'por"o,itr'kuiqtif dai rehabiitnficuan pekksar<an perawm tersebut
'anatara 

lain UU Wo- 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan'

i;;;"-;"* irgo* di bidang og*o, antara lain berup ikut

berupalta mewuiudkht negam ya,g religi*r atau mencegah ykltllitas'
m*i"Iitwro agal P ancaila tttlak 

- 
b erfffigsi wenggantilan 

. @(udukan)
agtffnct, memantapkan visi bahwa setnp egalt1 meniliki,kedudukan yang

slama iti hailapai tmdang-undang dafl samq dalam perlakuyt 9ph negaru, 
.

sehingga visi eksklasivisti/c setiap agama tetap terjamii' Adapun yemr.tan
*orgi"n"goro di bfulang pendtdilean antam lain tlmt mmgu-painkalt agar

aminat ylp RS tennng"ki tentuan anggaran b elanj ar pendidilmn s ebatryak

25 % tlari AhBN dipat direalisasilmn, ikut mengembanslwn pendidikan

iendasa*an pada s*ategt dasar kebijakan p*!i4'W ,nasionl yang

meliputi pemeraaan kesemptan' aksesibilitas dm keadilan' rclevansi

|,*hAilron, n""Ut* poAia*"" dan efesiensi pendtdikwt' Acuan dalarn

hetakulwn' pe*n* -*toro 
lain LIL1 itlo. 2 TahbN 1989 toNAng Sistem

P endidikal, Nasiorwl beserta PP'rya.

Pendahulaan
peranan warga rFgara menrpakan'apa yang boteh dan hanu dilaksanakan

oleh seseorang tarena itatuslrya sebaggi warga neganl Oleh karena iAr wujud

penman (role) adalah hak dan kewajiban sebagai warga negam sepeti yang

dijanrin dalam perundang'undangan.

Peranan itu bersifat berpasangpu yaitu peranan pasif dan aktif, positif dan

negatif. Peranan pasif menrpakan kepatuhan warga negara terhadap berbagai

p"*to*o yang beflal$, sedangkan pefilnan aktif merupakan keihrtsertaan warga

it"ga* secara aktif (partisipasq dalam kehidupa! pemerintah da1 neprarrya. tlan

r**uan positif *erupakatt permintaan pelayanan warga negara terhadap

iregararrvu dalam memenuhi,tcesejahteraan hidupnya, sedanglan peranan negatil
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berupa penolakan warga negrlra atas campur tangan negam terhadap unran
pribadinya

Peranan warga t:r.gera di bidang kehidirpan sosial selalu terkait dengan
hal-hal kemasyarakatan atau kepentingan umum (bukan Mgrrg dan potitik),
seperti bidang kesejahteraan rakyat, kesehata4 agama dan pendidikan

Tulisan ini hendak rnendeskripsikan bagaimana peraun warga negara di
bidang kehidupan sosial seperti yang telah dijarnin dalam perundang-undangan
yang ada. Dan secara berturut-tunrt akan dfuahas peruun warga neg:ua di bidang
kesejahteraan sosial. kesehatan, agana dan perdidikan.

Peranan Warga Negaru di Bidang Kesejahtetaan Sosial
Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupn dan penghidupan sosiat

materiil maupun splrituil yang diliputi oleh rasa keselamata4 kesusilaan dan
ketentraman lahir bathin, yang memungfuinkan bagi setiap warganegara untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebuhrhan-lcebutuhan jasmaniall rohaniah dan
sosial yang sebaik baiknya bag diri, keluarga serta masyarakat
denganmenjuqiung tinggi hak-hak azasi serla kewajiban manusia sesuai dengan
Pancasila ( uu No.6 Tahun 1974 tentang Keterfuan Ketentuan pokok
Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat (l) ).

Dalam keteffuan pasal 34 uud 1945 dinyatakan "Fakir miskin dan
anak-anak terlasar dipe,lihara oleh Neg,ara". pasal ini merupalen manifestasi dari
tuduan neg:ua yaitu me*ujudkan kesejahteraan umum.

oleh karena itu, yang.per,tama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan
runum lsosial adalah Sedanglen masyarakat /warganega-ra
merupakln mitra- Adapun tugas pemerintah datam meningtarkan kesejahteraan
sosial sebagaimana ditenhkan dalam pasal 3 ayat (l) uu No.6/1974 yaitu stib.:
a) merentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihar4

membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.
b) memuprt memelihara, rnenrbimbing dan rneningkatkan kesadaran serta

tanggungiawab sosial masyarakat;
c) melakukan pengarutr',n dan pengawasan pelaksanaan usalu-usaha

kesejalrteraan so sial.
setiap warganegara disamping merniliki hak atas kesejahteraan sosialnyajup memiliki tanggung jawab dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan

sosial. sebagaimana dinl'"atakan dalam pasal I , lru No.6/1974 : usetiap
warganegara beftak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik bailffya dan
berkewajiban untuk sebany'ak murgkin ikut serta 

- 
dalam usaha-usaha

kesejatrteraan sosial ".
Yang pertana-tama perlu ditingkatkan kpsejahteraannya adalah fakir

miskin Yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sunrber rnata pencaharian
dan tidak mempunyai memenuhi kebuhrhan pokok yang layak bagi



Peranan Wwga Negara di BidangKehidupan Sosial

kemamsiaan atar orang yang mempunyai sumber finta peocahariaan tetapi tidak
dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan ( Pasal 1 ayat
(l) PP No. 42 Tahun 1981 tenlang Pelayanan Kdsejalrteraan Sosial Bagi Fakir
Miskin).

Kemiskinan pads dasarnya dapat dibedakan dalam empat macarn" yaitu :

1) Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh peftedaan antara

kya dan miskin yang relatif lebih besar. Hal ini berhubungan dengan kondidi
masyarakat.

2) Kemiskinan strukhrral, yaitu kemiskinan yang disebabkan oteh
ketidatbercsan dalam struktur masyarakat dan lenrbaga-lembaga atau

ketimpangan hubungan antar lembaga, struktur ketidakadilan.
3) Kemiskinan klinis, yaitukemiskinan yang disebabkan oleh:

a) Inferioritas konstitusional, yaitu perbedaan genetik diantara orang-oftlng
atau ras tertentu.

b) Akumulasi dari kemunduran lingkunga4 yaitu orang yang me4iadi miskin
karena adanya akumulasi kelurangan sejak lahir terutama di masa anak

saat-saat membutuhkan peretumbuhan fisik dan otak.

c) Sosialisasi yang tidak memadai, yaifil kemiskinan yang disebabkan oleh
ofirllg tua tidak mendorcng pertumbuhan irrelektual dan sosialisasi anak

seta pefirnfiuhan untuk menernpatlen dirinya pada analc, sehingga

mengalami gangguan kepribadian.
4) Kemiskinan absolut, yaitu kemiskixan yang disebabkan oleh tidak dapat

memenuhi kebutuhan dasar manusi4 seperti pangan, sandang malen dan
kebutuhan kesehatan. ( Setyowati, Martitah dan Sumarto, 1990:48).

Kempat rnacam kemiskinan di atas, tenturrya semurfiya termasuk yarg
rnenjadi sasacln dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Sebab konsep

kesejahteraan sosiial yang diarurt adalah yang meliprti materiil dan spiritual.

Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin meliputi bantuan sosial (

bantuan yang befujuan agar mereka dapat berusaha meningkatkan taraf
kesejahteraan sosialnya),dan rehabilitasi sosial ( bantuan yang bertujuan agar
mereka mampu melaksanakan dan mengernbangfuan fungsi sosialnya dalam
masyarakat)

Adap:n usaha pennbirraan fakir miskin agar dapat berperan dalam
nreningftatkan kesejahteraanya, meliprti kegiatan antara lain :

a) pernbinaan kesadaran berswadaya
bj pembinaan menlal
c) pernbinaan fisik
d) pmbinaan ketrampilan
e) pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

33
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Peranan warag:uregara dalam ikut serta memecahkan rnaralah kemiskinan,
dapat mengacu pada usaha pembirnan tesebut.

Kemudian yang harus mendapat perhatian peningkatan kesejahteraan sosial
adalah anak-anak tedantar. Yang dimaksud anak terlantar adslah anak yang
karena suatu sebab otitngtuanya melalaikan kewajibaqya sehi'rgga kebutuhan
anak tidak dapal terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun
sosial (pasat 7 UU No.4 Tahun 1979 tefiangKesejahteraan Anak).

Adaprn yang dikategorikan anak menunrt UU ini, adalah mereka yang
belum mencapa.i unrur 21 (dra puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
Hak-hak anak diantararrya sebagaiberilcrt :

1) Hak atas kesejahtena4 perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus
untuk tumb-uh dan berkembang dengan wajar;

2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemanrpuan dan kehidupan
sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk
meqiadi warga negan yang baik dan berguna;

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindunga4 baik semasa dalam kandungan
rnaupun sesudah dilahi*an;

4) Hak a{as perlirdungan terhadap lingkungan hidrp yang dapat
membahayakan atau menghambat perfimbuhan dan perkembangannya

dengan wajar;
5) Dalam keadaan y,ang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak

mend4patpertolongarl bantuaqdan perlindungan;
6) Anak yang tidak rnempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh

negara atau ogng atau badan.
7) Anak cacat berhak mernperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat

pernmbuhan {3n perlcembmgan sejauh batas kemampuan dan
kesanggupan anak yang bersangkutan.

Peranan waryarcgiua dalam ikut serta menirgkatkan kesejahteraan anak
tedantax 4apat mengacu pada hak-hak anak di atas.

UpayaTupqya dalam mefvujudkan kesejahteraan sosial yang lain, yang telah
ditetapkan pemerintah yang,dapat dijadikan acuan bagai pennan warga. negam,
diaflaranya yaitu :

- UU No. 4/1965 tentang Pemberian Baduan Penghidupan Orang Jompo;
- PP No. 31 /1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- PP No. 8 /1981 tentang Perlindrngan Upah;
- PP No. 2/1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bag Anak Yang

Mempunyai Masalab
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p*** Wrga Negara diBidang Kesehdan 
rjiban

Peranan warganega'a O tiOane tcesetratarr tercemrin pada hak dan kew:
r oot ter, tnns Kesehatan Yar4

i:ffi;Xmm ilt;;; *o. 23 rahun r ee2 ientang Kesehatan Yang

berbunyi "setiap o*og ;t"'pt"tyui h'tlqg sama dalam memperoleh derajat

kesehatan yang optirnal{ffi,si6' ;* ]itlT orang bertewajiban unruk ikut

dalam memer*r"* o"" rit"gt"*"" derajaikesehatan perseonnga& keluarga

* T;ffffiS3*i* dahm upaya keserratan dapat d'aksanakan meralui

kegiaun:
1) kesehatankeluarga;
2) oerbaikan gfui;

si p."gu*uo*matronandanminuman;
4) kesehatanlinglungan;
5) kesehatankerja;
6) kesehatanjiwa;
7\ pemberantasanPenYakit;

*i penv'emUufran perryakit dan peTulihan kesehatan;

S\ nenuluhan ker"t'u* tu"Yututatl

i6pitgitl**t sediaan fannasi dan alat kesehatan;

t tlpPoga*uouo zat adiktif;

l2)kesehatan sekolah;

13)kesehatan olah rag:
l4)pengobatantradisional; L-'oh oirrlqn
lS)kesehatatr matra trJeseflran lapangarr kelautan' bawah air dan

rcairgantaraan) 
prtisipasi upa-va kesehaun adalah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

asas dan tujuan dan pendekatan upaVa kery|utan

esas pemuangunil k *d; adalah perikemanusiaan yang- terd+a*an

Ketuhanan vaog M;;e*, **a"t, usatra tersama dan kekeluargaaq adil dan

meratA perirefrmrpan dalam keseimbangan' sefia kepercayaan akan kemampran

dankekuatansendiri(pasal2).oantuiuanpenruangunankeseturtanadalahurrtuk
meningfatkan t .ugilit *uuurr, 

-ou" t *u*p"a" hidrp sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal (pasal 3)'

Sedangkan p€ndekatan-pendekatan :yang 
digunakan dalam upaya kesehatan

adalah pedetsatan p"*tritt"i"c penipgrrati kesehxan (nomotif;' pencegahan

perry*it tpr**r,0,?'i;ffi; #";*t (*oo' dan pemulihan kesehatan

(rehabilitatiq y*e'- iJ'k'1n+; "tt* menyelurutl terpadr dar

berkesinambungan'
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Peranan l4/arga Negara di Bi.dang Agama
Negara hrdonesia adarahberdasarkan Ketuhanan yME atau sebagai negaxarelegius. oleh karena" itu, setiap- kebijaksanaan negara harus se'antiasa

meqiadikan nilainilai agama menjadi daiar moralnya. Nilai-nilai agama itu,
terutanra yang terah diterimaa oreh semua kala'gan,sr* yang berbeda_beda.
Hal yang demikian it', rnerupaka' prinsip dasar-pada-hub;g; 

"gr* dengan
negara/politik dalam negara yang berdasarpancasila. Dan roleiktirivarga negara
di bidang agarn dapat mengacu pada prinsip ini.

oleh lerena itu, setiap warga negz'a harus aktif berpartisipasi dalammempengaruhi kebijaksanaan n*g;u; 
"gui 

t tup bersifat reregius. Hal ini sangat
rynting teryafila agar terhi'dar dari sekulerisme dan kom'nisme. sebab keduaisme tersebut, dapat berpengaruh memperlemah iman duo 

"q*;rr,uaup 
Tuhan

Yang Maha Esa bagi warga negara maupun daram kehidupan b*gr" o* negam.Dan bangsa yang lemah iman dan taqwarrya tidak akan memitti daya tahan
-T:ttul spiritual yaug kuat, yang akhirnya akan memperremah p'la daya tahanbidang material. Karena iman dan taqwa terhadap Tuha' v-g Muhu r.u.merupakan sumber inspirasi da' motivasi uffuk mewu;udkarl femaslahata4
sePeti: disiplin yang kua! keiklrlasan dalam berarnal'ntuk kepentingan orarrglain atau bangsa, rebih meme'tingkan kemanusiaan dan keseiahteraan umat,
Feb:.ramal menegakkan kebenaran-dan keadilaq etos ke{a yu"g tuut karenaberdimensi ibadah (drnia-akhirat),dn. sikap dan perilaku" 

"ir"tirr, 
senantiasa

.dibuluhlan dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
Fspffi pada peningkatan rnafiabat marnrsia. Da* 

"t *it.". t rquan IprEK
dapat di atasi oleh iman dan ketaqwaan yang kokoh oleh karena itu sekutarisasidalln b3rtasar jenisnya. hamg dicegah. uly.*t ( M. Rusli Karim. 1995 : 6 )membedakan sekularisasi menjadi lima jenis, yaitu :

1. sekularisasi konstihrsio'ar.Di sini lembaga - rembaga wann tidak lagr
memberikan pengakuan dan dukungan khusus konstitusionai. Dengan begitu

- :iT dan tu.iqan negara tidak lagi berdimensi keaganraan.2' sekularisasi kebijakan : negara berhenti mengatur masyaraht berdasarkan
kriteria keagamaan, dan memperruas peranan negara dengan mengambil peran
)'ang sebelumnya dimainkan oleh ag;ama.

3' sek*larisasi kelembagaan : sttuktut agama kerrilangan arti penting danpengaruh politik sebagai kelompok penet*r! purtui, dan gerakan. 
'

4' sekularisasi agenda : proses di ma'a kebutuhan du" p*ur"* ya'g rerevandengan proses politik kehilangan isi keagamaanq,u y*g lU*, dan
rymecalun berbagai masarah tidak ragi berdasa;kan pti*ip- ptinlip ugun,5. sekularisasi ideologis: proses di mana nilai-nilai utama'dan'dan sistemkeyakinan yang digunakan untnk mengevatuasi tenyataan p"rt,it 0",. **tpemberian maknanya tidak lagi diramu Lerdasaikan agiilna 

'
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warga negan dijamin kemerdekaannya dalam mer{alankan ibadah menrrut
agaffia{rya. Jaminan ini merupakan perwujudan role negatif peranan warga negara
di bidang agarrl,a. Jaminan ini, sejalan dcngan visi bahwa pancasila uutarrrar,
agamL tidak akan diagamakan dan tidak berfi.rngsi menggantikan kedudul€n
agarna. Dengan kata laiq Pancasila tidak akan menga.ncam suprcrnasi theologis.

Dengan demikian anggapan yang menyaakan bahwa ."** agaflnadalah
sama adalah tidak tepat. sebab setiap agBma disamping memiliki pandangan yang
bersifat universal juga memiliki visi elsklusivistik, visi ini, merupkan prinsrp
yang mendasar bagi setiap agarna dan menryakan cermin adanya perbeoaan yarg
bersifat prinsip di antara agama- Kiranya lebih tepat bila dinyatasan ,bahwa sitiap
agama memiliki kedudukan yang siuna di hadapan undang-undang dan sama
dalamperlakuanolehnegara.( lihat oetdo oesman& Alfian1991 : to: - toa y.

T[mbuh dan berkembanglya kehidupn keagailuan, akan dipengaruhi oleh
faktor intemal dan eksternal. salah satu falitror eksternal vang penting adalah
kordisi atau iklim, dana dan sarana ddr prasarana yang dibutuhkan dalam
rnenuqiang pengembangan agama. Untrlk menciptakan itclim dan kebutuhan itu
,maka uluran atau intervensi negam terhadap kehidupan sangat
diperlukan. Dan setiap warga negara dapal meminta bantuan tersebut tepa-da
negar4 karena hal itu merupakan role positif di bidang agafia. oleh karena itu,
negaftr mesti hanrs aktif nremberikan pelayanan kepentingan urnat
beragama.sehingga anggapan bahwa peran negara parnasila hanya sebagai"polisi
lalulintas" di bidang agarna adalah kurang tepat.

Jaminan perliraclunpn kemerdekaan 'agat"n bagi setiap warga negar4
disamping sebagai uapaya nre*ujudkan kesejahteraan , juga dalam nngka unhrk
mewujudkan percahran dan kesatuan bangsa. oleh karena itu, setiap warga negara
dalam melakukan role negatif, aktif dan positif di bidang uga.u jogu oii*u*g
dengan rrole pasif. Role pasif, tekanafirya pada kewajiban saling menghonnati
antar pemeluk agama baik intern maupun antar umat beragama Juga kewajiban
bertoleransi baik intern umat beragama, antar umat beragarna rnaupun dengan
pemerintah

saluran dalam melalskan role wmga negant di bidang agama disamping
dapat menggunakan organisasi sosial-politi\ nuss *iAu , jup dapat
memanfaatkan lembagdorganisasi sosial-fteagamaa4 seperti : MUI, DGI, ICMI ,
PIKI, Muhanradiyal4 NU, dll.

Peranan Wwga Negara di Bidang Pendiditmn
Mencerdaskan kehidrpan bangsa, merupakan salah satu tujuan bemegara

yang penting. Karena menyangkut upaya meningtatkan kualitas waxga neg:rra
sebagai sumber daya manusia, baik bagi dirinya maqyarakatrrya dan bagi
pembangunan rcsional. un&rk itu maka penyelengg:uaan sistem pendidikan
nasional merupalcan tugas negam yang s:u€at perting pula. Tidak berlebihan jika
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Hru$r"T:n:n.yll *: ,o,w
ffiffi j.:fffl j:,**,:.::ll*:pe'*'[3i*[ffiTiT"ffi ffi;*T:::,"rfl1,T]1,i*",ashte*aa=sffi *ffi;;ffi .

Iffi',,,1u**uoun 
hal i*,*"u";.,ffi-, ;;ffi;lf#nsinya bidanspendidikanini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan nasiooar,',*, pefianxl_ta'urbertanggung jawab adalah pemetintarl cum tgrnuaan keluarga da' 
'raqyarakatsebagai mitranya. Dan dalam angl*'d, 

"*ka 
p.rr,"rirrtur, irr.t:taptan wajibbelejar d4n wajib me"glT 

F ry *Jgnliut Role warga negara daram kegiatani*,,ryntpat ao role pasiioi uarrgG"oiait*,
' Traptiap $'arga negrua u"irr* mendapat 

ryog*iu*o (pasar 31 ayat (1)UUD 1945). J6 berarti, 
- 
uO*yu- lu*in* kebebasan: unhrk memilihpengaja.rarvpe'didikan yang akan oiit"ti, t t.o*u, .*tirk'*dfu kegiaranmer€4iaf,irlrcb€basan, utuk rmoudirikan i"rnuug" pendidikan sekolah da' luarsekolah 

'engan 
uqL nlnsu,ungi p."gu*u* pemerintah yang dilakukanterhadap itu menunrt peratunao pr*ro"r!-r'dangan yang berraku. Kebebasantersebut, menrparcan role negatif,warga G; di bidang pendidikan.Daram upaya rnewujudkair lun'i *u"gu negara untuk memperolehpendidikaa maka kewajiban p.*tiot* *n t menyelengarakan / menyediakanpengg'aran sehingga warga negara kuat atau ,iduk !*, membayar harus tetapmernpemreh pendidika'. Artinyq y""g r.out ya membayar da'yang tidak kuatjangan dipaksa unruk membayir. rrrui tiorlg*"ti**q, 

Trk" pe'aioun hanyaakafi dinilsnati bag mer.eka"valg u"ro*iil Dan perdidikan acan teuitr ueniratelitis, yang berarti dernokratisasidi oo** irr*rl"" akan sulit diuujudkan.Parrisipasi lrarga neg.ara di bidang ff;dk 
" t,"[,Lo. oi]#;ing rerarahpada perwujudan role nayl{,.nesatif a"i i"ri ir:rg" bapirnana ikut rnemecahkanpersoalan-persoalan pendidikarinasiooul. 

- - --'
Persoaran-persoalan pendidikan nasionar, tampak belum dapat diatasidengan baik' Har itu' dikTntry r*ul.irn*# perxtidikan sebagaimana terlihatpada setiap pergantian Me.ndikbud i**n t*ih benifat s€potong-potong.Misa'ya : pernkanan paaa pemuinaan' tetrampitan (Mashuri); pendidikansebagai bagan dari kebudayaaq t*t 

--"i*tr" 
pnoses transformasi darikebudayaan ke arah peradaban. uotoi ito-p.Tir_p"n r*o*padapenalaran @aoedJoesoef;; penekanan 

ryryigkT frr*rrii*^iNugrcho Notosusanro), dan Linkand Match dan wajib belajar n ortr*iw"roril* Joyoregoro). oreh karena itu
fonse.n 

pengernbangan pendidikan r;"rlarl't peti,ra"vilg**ilr"t yang tuntas' kiranya merupakan

Masarah pendidikan menrpakan rnasalah serius tidak hanya dihadapi negarakit4 tetapi oleh umat manusia sebagai rr.ib", ki* diterimanya globalisasi sebagaisuatu entiras teirsendiri. sehingga bi" r";;-r; pendidi*aa yang dikembangkansekara'g tidak akan numpu nremberikan solusi pada 
"*Jr[--"."rah yang



Peranan Warga Negara di Bidang Kehidupan Sosial

dihadapi di masa mendatang. Dalan konteks ini Dr. Kenichi Ohmae (Media
Indonesi4 1 November 1996) pakff pendidikan dari Jepang dan sebagai
konsultan PM Malaysi4 merryatakan sekanng ini, Jepang tak ahu mau buat apa.

karena yang dihadapi bukan semata bagaimana mencari solusi persoahn hidup di
sekolah tetryi bagaimana mengumprlkan masalah,r yang demikian
rumitnya.Jangankan berpikir metodologi, urfirk merrari guru yang tepat ssda

sudah susah. Atas dasar itu" mal€ dia mengusulkan seorang pernimpin negam

sebailarya sebaiknya berasal dari latar belakang yang sangat besngalaman dan
menguasai masalah pendidikan karena itu merup4lap baroqreter bahwa calon
pemimpinitusangatkompetendalammembangunmasyarakat,, r

Bagi bangsa Indonesia dalam upaya memecahkan nusalah pendidikan telah
ditetapkan Ernpat Strategi Dasar Kebijakan Perdidikan Nasional, yang meliputi :

Pemerataan Kesempatan ( meliprti : persanrailn kesemimtan ( equal$ of
opportunity), aksesibilitas, dan keadilan atau kew4iaran (equity), Relevansi
Pendidilmn (Link and Match '5, Kualitas Pendidikan dan Efisiensi Pendidilmn.
Apakah ke empat stategi itu aten ruunpu mengatasi #rsoalan - penoalan
pendidikan dimasa mendatang masih perlu walcu untuk menunggu hasilnya. Oleh
karena itu setiap warga negara dalam menggunakan peranan aktif dan Fsif
hendaknya senantiasa mengacu pada strategi di atas, disamping berbagai
peratuan penrndang'undargan di bidang pendidikan misalnya: UU No 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan peratunn pelaksanaarmya
yaitu:
- PP No. 27 1L990 tentang Pendidikan PrasekolalU
- PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasaq
- PP No. 29 l$n tentang Pendidikan Menengah;
- PP No. 30/1990 tentangPendidikan Tinggi;
- PP No, 72ll99L tentang Pendidikan Luar Biasa;
- PP No. 7 4ll99I tentarg Perdidikan Luar Sekolalq
- PP No. 38/1992 tentang Tenaga Kependidikan

Penutup
Peranan warga negaru di bidang kesejahteraan sosial telah dikembangkan ke

dalam beftagai peraturan perundang- urdangaq meskipun masih perlu
penyempwuurl Pelalsanaan peranan warga negara baik yang bersifat aktif,
pasi{ positif dan negatif harus t€tap mengacu keppda peratunm ymg ad4 agar
tidak mengarah pada tindalsan anarkhis dan diluar sistem yang berlaku.

Disamping itu, pelaksanaan peranan warga negara di bidang kesejalrteraan
sosial harus dilatrukan secara proporsional antara ke empat sifat peranan tersebut.
Sebab misalnya hanya peranan pasif saja yang dikembangkag maka upaya
meqqjudkan kesejalteraan sosial akan sernakin sulit.
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